
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN TUBAN 

Nomor  09                          Tahun 2012                                 Seri  A 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN 

NOMOR 17 TAHUN 2012 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TUBAN, 

Menimbang :  a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) bersama Bupati telah menyempurnakan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2013 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 188/172.K/KPTS/013/2012 tentang 
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Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabu-

paten Tuban tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancang-

an Peraturan Bupati Tuban tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun 

Anggaran 2013; 

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2013 tidak bertentangan dengan ke-

pentingan umum dan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi;      

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-

maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor  12 Tahun 1950  tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Re-

publik Indonesia Nomor 2730);      

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lem-

baran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang Per-

bendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar-

an Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  

Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggung Jawab Ke-

uangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lem-

baran Negara  Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lem-

baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pe-

merintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua 

kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Re-

publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lem-

baran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lem-

baran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  sebagai-

mana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 4712); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum se-

bagaimana telah diubah dengan Peraturan Peme-

rintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tam-

bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeleng-

garaan Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambah 

an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Peme-

rintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Re-

publik Indonesia Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Per-

tanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4693); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4738); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010  
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5165); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012  Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

26. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang 
Tunjangan Tenaga Kependidikan; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Tahun 2010; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2013; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantu-

an Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapat-

an dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 

Tahun 2012; 
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